
PEMBANGUNAN AGROESTAT KELAPA 
SAWIT DALAM UPAYA PERCEPATAN 

PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDESAAN

Pendahuluan
Sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian 

dan  sektor  ini  masih  memberikan  kontribusi  yang  besar 
pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi 
rakyat  juga  berarti  membangun  ekonomi  pertanian  lebih 
baik.  Pembangunan  industri  harus  memperhatikan 
keterkaitan ke belakang (backward linkage) dengan sektor 
pertanian  atau  sektor  primer  sedangkan  keterkaitan  ke 
depan (forward lingkage) harus memperhatikan pengolahan 
untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik 
sehingga  produk  yang  dihasilkan  tidak  sia-sia.  Konsep 
pengembangan  pertanian  ini  disebut  dengan  konsep 
agribisnis.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi 
kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka dipersiapkan 
kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat 
pertumbuhan  sektor  pertanian,  khususnya  peningkatan 
pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat.   Salah  satu 
cara  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah 
pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan 
terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Pengembangan  ekonomi  kerakyatan  bagi 
pemerintah  Daerah  Riau  dilaksanakan  melalui  program 
pengetasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya 
manusia, dan pembangunan infrastruktur. Program ini lebih 
dikenal  dengan  K2I  (Kebodohan,  Kemiskinan,  dan 
Infrastruktur). Setiap pembangunan di daerah tidak terlepas 
dari program K2I yang akan dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah. 

Pembangunan daerah dengan program K2I sangat 
ditentukan  oleh  potensi  yang  dimiliki  oleh  suatu  daerah, 
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maka kebijaksanaan yang dibuat  oleh pemerintah daerah 
harus  mengacu  kepada  potensi  daerah  yang  berpeluang 
untuk  dikembangkan.  Potensi  tersebut  antara  lain:  1) 
pengembangan  tanaman  hortikultura;  2)  tanaman 
perkebunan; 3) usaha perikanan; 4) usaha peternakan; 5) 
usaha  pertambangan;  6)  sektor  industri;  dan  7)  potensi 
keparawisataan.

Dalam  upaya  penguatan  ekonomi  rakyat, 
industrialisasi  pertanian  merupakan  syarat  keharusan 
(necessary  condition),  yang  menjamin  iklim  makro  yang 
kondusif  bagi  pengembangan  ekonomi  rakyat  yang 
sebagian  besar  berada  pada  kegiatan  ekonomi  berbasis 
pertanian.  Untuk  penguatan  ekonomi  rakyat  secara  riil, 
diperlukan  syarat  kecukupan  (sufficient  condition)  berupa 
pengembangan  organisasi  bisnis  petani  yang  dapat 
merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai 
ekonomi  dalam industrialisasi  pertanian.  Sektor  agribisnis 
sebagai  sektor  ekonomi  rakyat  masih  memiliki  prospek 
yang  cerah  untuk  dikembangkan  lebih  lanjut,  baik  untuk 
memperkuat  ekonomi  rakyat,  maupun  sebagai  andalan 
Indonesia  dalam perdagangan  bebas  (Bungaran Saragih, 
2001a),

Pengembangan  sektor  pertanian  dalam  arti  luas 
harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, 
karena  pendekatan  ini  akan  dapat  meningkatkan  nilai 
tambah sektor pertanian. 

Kesenjangan Ekonomi Masyarakat
Pertumbuhan  ekonomi  yang  kita  pacu  selama  ini 

belum mencerminkan distribusi pendapatan yang adil  dan 
merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya 
dinikmati  oleh  sekelompok  kecil  masyarakat,  seperti 
masyarakat  perkotaan,  sedangkan  masyarakat  pedesaan 
atau  pinggiran  mendapat  porsi  yang  kecil  dan  tertinggal. 
Masih  terjadi  kesenjangan  (disparitas)  terutama  antar 
daerah  dan  sektor  serta  antar  golongan  masyarakat. 
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Kesenjangan  antar  daerah  ini  paling  menyolok  adalah 
antara  daerah  pengembangan  kawasan  industri  dengan 
kawasan  pengembangan  pertanian.  Daerah 
pengembangan  pertanian  tersebut  mata  pencarian  pokok 
masyarakatnya  hanya  bergantung  kepada  pemanfaatan 
sumberdaya alam yang tersedia yaitu, perkebunan, mencari 
kayu, nelayan, dan petani tradisional (subsisten). 

Kesenjangan  ini  akan  diperburuk  karena  adanya 
kesenjangan  dalam  pembangunan  antar  sektor,  terutama 
antara  sektor  pertanian  (basis  ekonomi  pedesaan)  dan 
nonpertanian (basis  ekonomi perkotaan).  Kesenjangan ini 
akan  berakibat  pada  tingkat  kesejahteraan   berbagai 
kelompok  masyarakat.  Jika  masalah  ini  tidak  ditangani 
secara serius, maka kesenjangan antar kota dan pedesaan 
akan  semakin  parah,  sehingga  daerah-daerah  tertinggal 
akan  semakin  banyak  ditemui.  Kesenjangan  ini  cukup 
berbahaya karena menyimpan potensi   konflik  kerusuhan 
dan kecemburuan sosial (Almasdi Syahza, 2002a).

Adanya  daerah-daerah  tertinggal  ini  tidak  hanya 
membawa  kemiskinan  bagi  masyarakat,  tetapi  dalam 
jangka panjang akan menyebabkan daerah tertinggal akan 
semakin  tertinggal  sementara  yang  maju  akan  tetap 
semakin maju dengan percepatan yang semakin tinggi dan 
sulit  dikejar.  Penyebabnya adalah perbedaan sumberdaya 
manusia  (SDM),  pertumbuhan  awal  dan  hasil 
pembangunan  yang  secara  akumulatif   mendorong 
pertumbuhan  selanjutnya,  sehingga  akselerasi 
pembangunan  di  kedua  daerah  akan  tetap  berbeda. 
Kesenjangan ini hanya dapat diatasi melalui campur tangan 
pemerintah  dengan  cara  mengkatrol  daerah  tertinggal 
sehingga  basis  perekonomian  menjadi  terangkat  untuk 
memacu pertumbuhan dan bersaing dengan daerah lain. 

Secara  teoritis  meningkatnya  kesenjangan  antar 
daerah  atau  antar  masyarakat  disebabkan  oleh  banyak 
faktor, antara lain: kurangnya pendidikan dan keterampilan, 
tidak memiliki faktor produksi seperti tanah dan modal, tidak 
adanya akses terhadap permodalan dan pemasaran hasil 
pertanian.  Kekurangan  tersebut  akan  menyebabkan 
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rendahnya  kemampuan  berpoduksi,  sehingga  akan 
berakibat  rendahnya  pendapatan  keluarga  (Almasdi 
Syahza, 2001). Bagi masyarakat di Daerah Riau, kebijakan 
pemerintah daerah saat ini adalah melaksanakan program 
K2I  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas 
sumberdaya  manusia,  meningkatkan  kepemilikan  modal 
(faktor  produksi)  serta  membangun  infrastruktur  sebagai 
penunjang ekonomi di pedesaan. 

Guna mengatasi kesenjangan antara daerah-daerah 
tertinggal  dan  maju  ini  pemerintah  melakukan  berbagai 
usaha  untuk  mengkatrol  daerah  tertinggal  sekaligus 
memberdayakan  keluarga  miskin  (petani),  antara  lain: 
dengan  memacu  pertumbuhan  ekonomi  melalui  bantuan 
modal,  meningkatkan  pendidikan  dan  keterampilan, 
memberikan  bimbingan  dan  pelatihan.  Pada  sektor 
pertanian,  dikenal  bermacam-macam  jenis  kredit  untuk 
membantu  permodalan  usaha  petanian,  perikanan,  dan 
perkebunan. Namun usaha yang dilakukan tersebut belum 
mampu  mengangkat  kesejahteraan  rakyat,  khususnya 
masyarakat  pedesaan.  Untuk  itu  perlu  adanya  terobosan 
melalui  pemberdayaan  ekonomi  rakyat.  Terobosan  ini 
dilakukan  harus  disesuaikan  dengan  potensi  masyarakat 
dan ketersediaan sumberdaya yang ada, misalnya bantuan 
modal dan pendampingan untuk membantu pemasaran dan 
manajemen produksi. 

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Kriris  ekonomi  pada  masa  lalu  menyebabkan 

pemerintah dan para pengambil kebijakan kembali berpikir 
ulang  tentang  arah  perekonomian  yang  selama  ini 
ditempuh.  Kini  timbul  kemauan  politik  yang  kuat  untuk 
membenahi  inefisiensi  dan  mis-alokasi  sumberdaya 
(misallocation of resources) yang terjadi di sektor ril  yang 
selama  ini  dibiarkan  saja  terjadi  karena  kuatnya  vested 
interest para  pemburu  rente yang  menguasai  birokrasi 
pemerintahan. Akibat  dari mis-alokasi sumberdaya adalah 
terabaikannya  pembangunan  pertanian  dan  industri  yang 
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berbasis  sumberdaya  alam  serta  sumberdaya  pertanian 
(resource based industries). Banyak industri yang dibangun 
yang membutuhkan bahan baku dan komponen yang harus 
diimpor,  atau  industri-industri  yang  tidak  banyak  terkait 
dengan  perekonomian  lokal  sehingga  industri  ini  sangat 
rentan  terhadap  gejolak  mata  nilai  uang.  Industri-industri 
jenis  ini  pada  umumnya  adalah  industri  yang  berpihak 
kepada golongan ekonomi kuat (Almasdi Syahza, 2005a). 

Untuk  merangsang  pertumbuhan  ekonomi  di 
pedesaan khususnya Daerah Riau, kebijaksanaan ekonomi 
harus  menganut  paradigma  baru  dimana  pemberdayaan 
ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Sebagian 
besar  rakyat  hidup  pada  sektor  pertanian  dan  sektor  ini 
masih  memberikan  kontribusi  yang  besar  pada 
perekonomian  daerah.  Pemberdayaan  ekonomi  rakyat 
melalui  pembangunan  sektor  pertanian  juga  berarti 
membangun ekonomi daerah lebih baik. 

Tanpa  disadari  sumber   penghasilan   penduduk 
Riau  sebagian  besar  dari  sektor  pertanian,  yaitu  dari 
subsektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan, dan 
hortikultura. Pertanian merupakan mata pencarian pokok 
masyarakat  karena  daerah  ini  memang  sesuai  untuk 
kegiatan pertanian terutama sub sektor perkebunan (kelapa 
sawit,  karet).  Dari  sektor  perkebunan  menunjukkan  hasil 
yang  cukup  menggembirakan  petani,  karena  dapat 
memberikan  kontribusi  yang  tinggi  terhadap  pendapatan 
keluarga.  Namun sebagian masyarakat yang tidak terlibat 
dalam  kegiatan  perkebunan  kehidupannya  sangat 
memprihatinkan,  karena  keterbatasan  sumberdaya  yang 
mereka miliki,  antara lain:  modal,  tingkat  pendidikan,  dan 
keterbatasan  pengetahuan  mereka  terhadap  pemasaran 
produk  pertanian.  Dari  sisi  lain  juga  masih  banyaknya 
daerah terisolir dan terbatasnya sarana transportasi. Hal ini 
menyebabkan  sulitnya  masyarakat  petani  untuk 
memasarkan  produk  mereka  ke  luar  daerah  (Almasdi  
Syahza, 2002b). 

Guna  mengatasi  masalah  yang  dihadapi  oleh 
masyarakat  pedesaan  tersebut,  maka  perlu  ditemukan 
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suatu  alternatif  pemecahan  masalah  yang  dihadapi  oleh 
petani  pedesaan.  Dengan  cara  ini  akan  dapat  membuka 
daerah  pemasaran  produk  pertanian,  sehingga  dapat 
meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. 

Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui 
Agroestat Kelapa Sawit

Pemerintah  daerah  Riau  mengembangkan  sektor 
pertanian khususnya sub sektor perkebunan sebagai salah 
satu alternatif  pembangunan ekonomi pedesaan. Komoditi 
yang dikembangkan adalah kelapa sawit sebagai komoditi 
utama.  Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah 
Riau  mengutamakan  kelapa  sawit,  antara  lain:  Pertama, 
dari  segi  fisik  dan  lingkungan  keadaan  daerah  Riau 
memungkinkan  bagi  pengembangan  perkebunan  kelapa 
sawit;  Kedua, kondisi  tanah  yang  memungkinkan  untuk 
ditanami kelapa sawit  menghasilkan  produksi lebih tinggi 
dibandingkan daerah lain; Ketiga, dari segi pemasaran hasil 
produksi  daerah  Riau   mempunyai  keuntungan,  karena 
letaknya  yang  strategis  dengan  pasar  internasional  yaitu 
Singapura;  Keempat, daerah  Riau  merupakan  daerah 
pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya 
kerjasama  Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle 
(IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle 
(IMT-GT),  berarti  terbuka  peluang  pasar  yang  lebih 
menguntungkan; dan  kelima, berdasarkan hasil yang telah 
dicapai  menunjukkan  bahwa  kelapa  sawit  memberikan 
pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan 
dengan  jenis  tanaman  perkebunan  lainnya  (Almasdi 
Syahza, 2003b). 

Pembangunan perkebunan kelapa  sawit  di  daerah 
Riau  membawa  perubahan  besar  terhadap  keadaan 
masyarakat  pedesaan,  khususnya  masyarakat  pendatang 
(transmigrasi), karena program pembangunan perkebunan 
kelapa  sawit  pada  awalnya  dikaitkan  dengan  program 
transmigrasi.  Keberhasilan  ini  menjadi  cambuk  bagi 
masyarakat  tempatan,  sehingga  animo  masyarakat 
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tempatan untuk memiliki kebun kelapa sawit juga tinggi. Ini 
terbukti  dengan  tingginya  permintaan  terhadap  lahan 
perkebunan.  Di  samping  itu  dengan  berkembangnya 
perkebunan  kelapa  sawit  juga  merangsang  tumbuhnya 
industri pengolahan yang bahan bakunya dari kelapa sawit. 
Kondisi  ini  menyebabkan  tingginya mobilitas  penduduk di 
daerah  Riau  terutama  di  daerah  pengembangan 
perkebunan kelapa sawit. 

Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai 
dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali 
dalam  menciptakan  kesempatan  dan  peluang  kerja. 
Pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit  ini  telah 
memberikan tetesan manfaat (trickle down effect), sehingga 
dapat memperluas daya penyebaran (power of dispersion) 
pada  masyarakat  sekitarnya.  Semakin  berkembangnya 
perkebunan  kelapa  sawit,  semakin  terasa  dampaknya 
terhadap  tenaga  kerja  yang  bekerja  pada  sektor 
perkebunan dan sektor turunannya. Dampak tersebut dapat 
dilihat  dari  peningkatan  pendapatan  masyarakat  petani, 
sehingga  meningkatnya  daya  beli  masyarakat  pedesaan, 
baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder 
(Almasdi Syahza, 2003a). 

Cara  yang  paling  efektif  dan  efisien  untuk 
memberdayakan ekonomi rakyat  adalah mengembangkan 
kegiatan  ekonomi  yang  menjadi  tumpuan  kehidupan 
ekonomi  sebagian  besar  rakyat  yaitu  sektor  agribisnis. 
Dengan  perkataan  lain,  pembangunan  ekonomi  nasional 
yang  memberikan  prioritas  pada  pengembangan  sektor 
agribisnis merupakan syarat keharusan bagi pemberdayaan 
ekonomi rakyat, bahkan pemberdayaan ekonomi nasional. 
Saat  ini  sektor  agribisnis  Indonesia  memungkinkan  untuk 
mampu  bersaing  guna  merebut  peluang  pasar  pada  era 
perdagangan bebas. Di luar sektor agribisnis, bukan hanya 
sulit  bersaing  tetapi  juga  tidak  mampu  memberdayakan 
ekonomi  rakyat.  (Bungaran  Saragih,  2001b).  Pemihakan 
kebijakan  pemerintah  pada  pengembangan  sektor 
agribisnis di level makro perlu disertai dengan upaya mikro 
agar  manfaat  pembangunan  dapat  dinikmati  oleh  rakyat. 
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Pengalaman  lalu  menunjukkan  bahwa  kontribusi  yang 
besar  sektor  agribisnis   dalam  perekonomian  nasional 
ternyata tidak diikuti  peningkatan pendapatan petani yang 
memadai.  Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  pemberdayaan 
ekonomi rakyat,  keberpihakan pada pembangunan sektor 
agribisnis  perlu  disertai  dengan  suatu  mekanisme  yang 
menjamin  bahwa  manfaat  pembangunan  dapat  dinikmati 
oleh rakyat.

Pengembangan  perkebunan  di  pedesaan  telah 
membuka  peluang  kerja  bagi  masyarakat  yang  mampu 
untuk  menerima  peluang  tersebut.  Dengan  adanya 
perusahaan  perkebunan,  mata  pencaharian  masyarakat 
tempatan  tidak  lagi  terbatas  pada  sektor  primer  dalam 
memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas 
ruang  gerak  usahanya  pada  sektor  tertier.  Bermacam 
sumber pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang 
(dagang  barang-barang  harian,  dagang  karet,  tiket 
angkutan  dan  penjual  es),  pegawai  (guru,  pemerintahan 
desa),  industri  rumah  tangga  (industri  tahu,  roti,  usaha 
kunsen, batu bata atau batako, dan percetakan genteng), 
angkutan pedesaan, buruh kasar, nelayan, pencari kayu di 
hutan dan tukang kayu. 

Secara  umum  dapat  diungkapkan  bahwa  adanya 
kawasan  perkebunan  telah  menyebabkan  munculnya 
sumber-sumber pendapatan baru yang bervariasi. Sebelum 
dibukanya  kawasan  perkebunan  di  pedesaan,  sumber 
pendapatan  masyarakat  relatif  homogen,  yakni 
menggantungkan  hidupnya  pada  sektor  primer, 
memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia seperti apa 
adanya  tanpa  penggunaan  teknologi  yang  berarti. 
Masyarakat  hidup  dari  sektor  pertanian  sebagai  petani 
tanaman  pangan  (terutama  palawija)  dan  perkebunan 
(karet).  Masyarakat  di  sekitar  aliran  sungai  mata 
pencaharian sehari-hari  pada umumnya  sebagai  nelayan 
dan  pencari  kayu  di  hutan.   Selain  teknologi  yang 
digunakan sangat  sederhana dan monoton sifatnya tanpa 
pembaharuan (dari apa yang mampu dilakukan). Orientasi 
usahanya  juga  terbatas  kepada  pemenuhan  kebutuhan 
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keluarga  untuk  satu  atau  dua  hari  mendatang  tanpa 
perencanaan pengembangan usaha yang jelas (subsisten).

Kegiatan  pembangunan  perkebunan  telah 
menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Akibatnya di 
daerah-daerah  sekitar  pembangunan  perkebunan  muncul 
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini 
menyebabkan  meningkatnya  daya  beli  masyarakat 
pedesaan,  terutama  terhadap  kebutuhan  rutin  rumah 
tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa 
sawit. 

Apabila  dikaji  dari  struktur  biaya  pengusahaan 
perkebunan  kelapa  sawit  yang  teknis  operasionalnya 
dirancang lebih banyak menggunakan teknik manual, biaya 
yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung serta tenaga 
teknis  di  lapangan  memiliki  porsi  yang  cukup  besar. 
Berdasarkan hal tersebut, perputaran uang yang terjadi di 
lokasi  dalam  jangka  panjang  diperkirakan  dapat 
merangsang pertumbuhan ekonomi di  wilayah  ini  dengan 
tumbuhnya perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan arti 
bahwa  kegiatan  perkebunan  kelapa  sawit  di  pedesaan 
menciptakan  multiplier  effect,  terutama  dalam  lapangan 
pekerjaan dan peluang berusaha. 

Aktivitas  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit 
yang melibatkan banyak tenaga kerja  dan investasi  yang 
relatif  besar  untuk  industri  hilirnya,  diperkirakan  secara 
positif  merangsang,  menumbuhkan  dan  menciptakan 
lapangan kerja serta lapangan berusaha.  Melalui kegiatan 
ekonomi  yang  menghasilkan  barang  dan  jasa  yang 
diperlukan  selama  proses  kegiatan  perkebunan  kelapa 
sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai 
keterkaitan ke belakang (backward linkages). Pada proses 
kegiatan  ini  akan muncul  antara  lain  jasa  kontruksi,  jasa 
buruh  tani,  jasa  angkutan,  perdagangan  pangan  dan 
sandang,  perdagangan  peralatan  kerja  serta  bahan  dan 
material  yang  dibutuhkan  selama  proses  tersebut. 
Sedangkan  pada kegiatan ekonomi waktu pascapanen dan 
proses  produksi  akan  mempunyai  keterkaitan  ke  depan 
(foreward  linkages).  Proses  foreward  linkages  yang 

9



diperkirakan akan muncul  adalah sektor  jasa,  antara lain: 
angkutan,  perhotelan,  koperasi,  perbankan,  perdagangan, 
industri kecil di pedesaan yang memproduksi alat produksi 
pertanian (alsintan).

Indek  pertumbuhan  kesejahteraan  petani  kelapa 
sawit  di  Riau pada tahun 1995 hanya sebesar 0,49 yang 
berarti  tingkat  pertumbuhan  kesejahteraan    hanya 
meningkat  sebesar  0,49  %  (Tabel  1).  Sementara  pada 
tahun 1998 terjadi penurunan indeks kesejahteraan sebesar 
–1,09  %.   Penurunan  ini  disebabkan  kondisi  ekonomi 
nasional   pada  waktu  itu  tidak  menguntungkan,  harga 
barang  melonjak  naik,  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar 
Amerika  menurun.  Namun  untuk  tingkat  golongan  80  % 
berpendapatan  rendah  mengalami  peningkatan.  Yang 
paling  besar  adalah  golongan  20  %  terendah.  Ini 
disebabkan  karena  ketergantungan  mereka  terhadap 
produk luar (barang sektor modern sangat rendah). Mereka 
lebih  banyak  memakai  barang  sektor  tradisional  atau 
produksi lokal.  Setelah ekonomi pulih kembali pada tahun 
2004  indeks  pertumbuhan  kesejahteraan  petani  kelapa 
sawit  meningkat  lagi  menjadi  1,72.  Berarti  pertumbuhan 
kesejahteraan  petani  kelapa  sawit  mengalami  kemajuan 
sebesar  1,72  %.  Pertumbuhan  ini  hanya  dinikmati  oleh 
kelompok yang berpenghasilan 40 % tertinggi sebesar 3,28 
%, sedangkan kelompok 60 % terendah justru mengalami 
penurunan kesejahteraan sebesar –1,56 %.
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Tabel 1. Pertumbuhan Indeks Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di 
Daerah Riau

Kelompok Pendapatan
19951) 19982) 20043)

w g w G w g

20 % terendah 0,081 -0,008 0,151 0,071 0,117 -0,034

20 % terendah kedua 0,127 0,009 0,195 0,068 0,158 -0,036

20 % terendah ketiga 0,144 -0,006 0,215 0,071 0,183 -0,032

20 % terendah keempat 0,196 -0,012 0,201 0,006 0,211 0,010

20 % pendapatan tertinggi 0,454 0,017 0,238 -0,216 0,331 0,093

Indeks Pertumbuhan 
Kesejahteraan

0,49 -1,09 1,72

Sumber: 1) Almasdi Syahza, 1995
2) Almasdi Syahza, 1998
3) Hasil Survey, 2004
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Hasil penelitian Almasdi Syahza (2004b) menunjukkan, 
aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan 
pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi 
wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap 
aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Meningkatnya jumlah 
uang beredar di daerah pedesaan;  2) Memperluas lapangan 
kerja  dan  kesempatan  berusaha;  3)  Peningkatan 
kesejahteraan  masyarakat  sekitar;  dan  4)  Memberikan 
kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan 
dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya 
masyarakat  sekitar,  antara  lain:  1)  Kegiatan  pembangunan 
sumberdaya  masyarakat  desa;  2)  Pembangunan  sarana 
prasarana  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat 
setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga 
kerja  lokal;  4)  Penyuluhan  pertanian,  kesehatan  dan 
pendidikan;  dan  5)  Pembayaran  kewajiban  perusahaan 
terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Riau dapat 
mengurangi  ketimpangan  pendapatan  antar  golongan 
masyarakat  dan  mengurangi  ketimpangan  ekonomi  antar 
kabupaten/kota;  dapat  menciptakan  multiplier  effect ekonomi 
sebesar  2,48  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat 
pedesaan  ((Almasdi  Syahza,  2005b).  Dari  sisi  daya dukung 
wilayah (DDL) terhadap industri  hilir  kelapa sawit  juga tinggi 
yakni  indek  DDL  sebesar  2,24.  Angka  ini  menunjukkan 
ketersediaan  bahan  baku untuk  pengembangan  industri  hilir 
kelapa sawit cukup tinggi.  Dari dampak positif pembangunan 
perkebunan kelapa sawit tersebut, maka komoditi kelapa sawit 
dijadikan tanaman primadona masyarakat Riau. Tanaman ini 
bukan  saja  diminati  oleh  masyarakat  pedesaan  saja, 
melainkan  juga  dilakukan  investasi  di  pedesaan  bagi 
masyarakat perkotaan ((Almasdi Syahza, 2005a).

Mekanisme Kerja Agroestat Kelapa Sawit
Pesatnya perkembangan luas areal perkebunan rakyat 

khususnya swadaya murni, maka perlu dirancang suatu model 
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untuk  menghindari  ketimpangan  pendapatan  antara  petani 
plasma dan swadaya. Model yang disajikan ini  dimaksudkan 
untuk mencoba menetralisir dikotomi-dikotomi dari pembagian 
keuntungan yang tidak adil antara petani kelapa sawit (plasma 
dan  swadaya)  dengan  perusahaan  inti,  di  samping  untuk 
menjamin  pengembangan  perusahaan  dan  kelangsungan 
pabrik kelapa sawit (PKS) itu sendiri. Program pembangunan 
perkebunan  kelapa  sawit  selama  ini  hanya  terbatas  untuk 
perkebunan  rakyat  (plasma)  dan  perkebunan  perusahaan 
(inti). 

Pemilikan  petani  hanya  sebatas  kebun  yang  telah 
ditentukan dalam program plasma, sementara pabrik pengolah 
tandan buah segar (TBS) hanya dimiliki oleh perusahaan inti. 
Untuk  ke  depan  perlu  dipikirkan  model  bentuk  kemitraan 
kegiatan  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit,  dimana 
petani memiliki kebun kelapa sawit dan pemilikan saham pada 
pabrik  kelapa  sawit  (PKS).  Petani  membeli  paket  melalui 
koperasi yang terdiri dari kebun kelapa sawit dan saham PKS. 
Khusus untuk daerah Riau bentuk kegiatan ini sangat sesuai 
dengan  Keputusan  Gubernur  Riau  Nomor  07  Tahun  2001, 
dimana pada pasal 12 ayat 6 dinyatakan hak petani peserta 
yaitu; memperoleh kesempatan untuk membeli saham di PKS 
perusahaan inti.  

Jaminan  ketersediaan  bahan  baku  secara  kualitas, 
kuantitas  maupun  kontinuitas  merupakan  suatu  keharusan 
untuk mencapai  suatu agroindustri  termasuk industri  minyak 
sawit.  Keterkaitan antara sumber penghasil  bahan baku dan 
agroindustri kelapa sawit harus diintegrasikan ke dalam suatu 
pemilikan.  Konsep  kemitraan ini menekankan kepada azas 
kepemilikan bersama oleh petani baik usahataninya maupun 
pabrik pengolahannya, di mana pengelolaannya dilakukan oleh 
koperasi petani.

Aplikasi  berorientasi  kepada  kesejahteraan  petani 
melalui  penekanan  efesiensi  pengolahan  usahatani  yang 
produktif  serta  peningkatan  nilai  tambah  dalam  konteks 
agribisnis, di mana kelembagaannya dirancang dalam jaringan 
kerja  berdasarkan  kemampuan  dan  profesionalisme  yang 
dimiliki  dari  berbagai  pelaku  (aktor),  yaitu  pengusaha 
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pengembang  (developer  usahatani),   pabrik  industri, 
permukiman  petani  peserta  aktif,  badan  usaha  pengelola 
(BUP) atau koperasi,  atau manajemen pengelola (usahatani, 
pabrik industri ), dan lembaga pembiayaan.

Dalam model  ini  terdapat  dua  kegiatan  bisnis  utama 
yaitu yang  pertama, kegiatan bisnis membangun  kebun dan 
pabrik industri serta jika diperlukan permukiman petani peserta 
yang  akan  dilakukan  oleh  perusahaan  pengembang 
(developer); kedua, adalah bisnis mengelola kebun dan pabrik 
milik  petani  peserta  serta  memasarkan  hasilnya  yang 
dilakukan  oleh  badan  usaha  pengelola  yaitu  koperasi  yang 
dibentuk oleh petani peserta itu sendiri. 

Konsep pembangunan perkebunan di pedesaan untuk 
masa  datang,  dirancang  dalam  bentuk  kerja  sama  dengan 
perusahaan  pengembang,  yaitu:  Agroestat  Kelapa  Sawit. 
Model  ini  merupakan  pembangunan  perkebunan  berbasis 
kelapa  sawit  yang  diperuntukkan  bagi  petani  peserta  baru. 
Petani ini sama sekali tidak mempunyai lahan untuk jaminan 
kehidupannya atau tidak mempunyai lahan untuk hidup layak 
bagi  keluarga  petani.  Model  ini  merupakan  pengembangan 
dari  konsep agropolitan yang dicetuskan oleh Friedman dan 
Douglass  (1976).  Konsep  agropolitan  adalah  salah  satu 
strategi dalam percepatan pembangunan ekonomi pedesaan.

Secara singkat  konsep model  agroestat  kelapa sawit 
yang akan  melibatkan  masyarakat  pedesaan  disajikan  pada 
Gambar 1. 
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Gambar   1.  Skema  Konseptual  Agroestat  Kelapa  Sawit  di 
Pedesaan

1. Perusahaan pengembang (developer) membangun 
kebun (usahatani)  dan   pabrik   pengolahan  hasil  kebun 
(agribisnis) sampai kebun dalam bentuk siap menghasilkan 
dan  pabrik  industri  dalam  bentuk  siap  operasi.  Sumber 
dana untuk membangun kebun pabrik dapat menggunakan 
dana sendiri atau pinjaman dari bank atau pihak lain yang 
memungkinkan.
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2. Kebun  dan  pabrik  yang  sudah  dibangun  oleh 
developer  dijual  dalam  bentuk  unit  kaveling  atau  saham 
pabrik  kepada  petani  aktif  yaitu  petani  yang benar-benar 
berminat  untuk  mengelola  kebun  dan  pesertanya  adalah 
masyarakat  pedesaan.  Sebagai  pemilik  kebun  petani 
peserta  akan  menerima  sertifikat  pemilikan  tanah  dan 
sebagai  bukti  pemilikan  pabrik  petani  peserta  akan 
menerima surat berharga dalam bentuk lembaran saham.

3. Para  petani  peserta  membeli  kebun  dan  saham 
pabrik  dengan  menggunakan  fasilitas  kredit  lembaga 
pembiayaan  yang  ada.  Skim  kredit  ini  difasilitasi 
ketersediaannya oleh pengusaha pengembang atau dapat 
pula oleh koperasi. Para petani peserta sebagai pemilik unit 
kavling  menyerahkan pengelolaan  (manajemen fee)  yang 
besarnya  telah  ditentukan  didalam  kontrak   manajemen 
berdasarkan  kesepakatan.  Perusahaan  jasa   manajemen 
akan  mengelola  kebun  dan  pabrik  dengan  prinsip-prinsip 
manajemen perkebunan yang terbaik  dan profesional.

4. Kepemilikan modal pabrik kelapa sawit (PKS) bagi 
petani  peserta dibatasi  maksimum 40 % dari  total  modal 
kerja, selebihnya dimiliki  oleh perusahaan inti  dan saham 
pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk menjaga profesional 
pengelolaan  PKS.  Model  pemilikan  saham  dapat  dilihat 
pada Gambar 2.

5. Dalam  pengelolaan  kebun,  petani  aktif 
dikelompokkan ke dalam kelompok petani hamparan (KPH) 
dan  diperlukan  sebagai  tenaga  kerja  yang  mendapatkan 
upah sesuai kesepakatan.

6. Pendapatan petani diharapkan cukup besar, karena 
dapat  berasal  dari  berbagai  sumber.  Bagi  petani  aktif 
pendapatannya  akan  bersumber  dari  hasil  panen  kebun 
miliknya,  upah  kerja,  dan  dividen   saham  pabrik. 
Keunggulan lain adalah kontiniutas bahan baku untuk PKS 
akan terjamin karena petani merasa memiliki PKS sehingga 
kemungkinan menjual TBS ke PKS lain akan terhindar.

7. Perusahaan  pengembang  (developer)  akan 
mengembalikan  modal  yang  dipakai  (dana  sendiri,  dan 
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pinjaman  dari  lembaga  pembiayaan)  dan  akan 
mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  kebun  dan  saham 
pabrik industri yang telah dibangun.

Gambar 2 Rancangan  Kepemilikan  Modal  Pada 
Pembangunan  Agroestat  Kelapa  Sawit  di 
Pedesaan.
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Lingkup kewenangan kerja dan tanggung jawab pelaku 
pada Model Agroestat Kelapa Sawit dapat dijelaskan sebagai 
berikut:

1. Perusahaan  Pengembang  atau 
Developer 

Pembangunan  kebun  kelapa  sawit  dilakukan  oleh 
perusahaan  pengembang  atau  developer  yang  telah 
berpengalaman  di  bidang  perkebunan  kelapa  sawit. 
Pembangunan  kebun  ini  juga  termasuk  pembangunan  PKS 
lengkap dengan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam 
pengelolaan kebun maupun PKS. Tugas dan kewajiban dari 
developer, antara lain: 
(1) Melakukan survei/penelitian lapangan yang meliputi 

aspek  kesesuaian  lahan,  teknologi  yang  dipakai, 
transportasi,  komoditi  yang dikembangkan,  produk yang 
dihasilkan, keuangan atau sumber dana dan pemasaran.

(2) Membuat  studi  kelayakan  pembangunan 
perkebunan  kelapa  sawit  meliputi  pembangunan 
usahatani dan pabrik pengolah untuk petani peserta.

(3) Mempresentasikan studi  kelayakan kepada pihak-
pihak terkait antara lain kepada perbankan atau sumber 
dana,  instansi  pemerintah,  calon  konsumen  dan  lain-
lainnya.

(4) Melakukan  negosiasi  sehingga  mencapai 
kesepakatan  tentang  kebutuhan  dana  dengan  pihak 
perbankan atau sumber dana yang meliputi  kredit  untuk 
pembangun  agroestat  kelapa  sawit  (usahatani,  pabrik) 
dan  kredit  untuk  petani  peserta  berupa  usahatani  dan 
saham pabrik yang telah dibangun oleh developer dengan 
bunga (interest) yang layak usaha (financial).

(5) Membangun paket kelapa sawit (meliputi usahatani 
dan pabrik pengolahan/industri) sesuai dengan spesifikasi 
yang telah ditentukan.

(6) Merawat  usahatani  sampai  usahatani  tersebut 
menghasilkan.
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(7) Melakukan pemasaran (penjualan)  unit  usahatani, 
saham pabrik secara paket kepada masyarakat konsumen 
calon petani peserta.

(8) Mengadakan  koordinasi  dengan  Badan  Usaha 
Pengelola  (koperasi)  dalam  hal  ini  koperasi  untuk 
memberlakukan  persyaratan  teknis  dan  administrasi 
dalam  proses  perawatan  maupun  penjualan  paket  unit 
usahatani, dan saham pabrik pengolah (industri).

(9) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

2.  Badan Usaha Pengelola (Koperasi)
Secara  umum  mengikat  kontrak  manajemen  dengan 

petani peserta yang di dalamnya memuat antara lain peraturan 
dan persyaratan sebagai berikut:
(1) Badan Usaha Pengelola (koperasi) akan mengelola secara 

profesional untuk kemajuan usaha dan keuntungan yang 
sebesar-besarnya bagi petani peserta.

(2) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan  (fee)  untuk 
koperasi.

(3) Aturan-aturan  pemutusan  hubungan  kontrak  antara 
koperasi dengan petani peserta.

(4) Perpindahan kepemilikan unit usahatani dan saham pabrik 
pengolahan  (industri)  harus  sepengetahuan  dan 
persetujuan koperasi.

(5) Petani  peserta  tidak  diperkenankan  merubah  jenis 
tanaman pokok, kecuali atas persetujuan koperasi.

(6) Petani peserta menjual hasil panen usahataninya kepada 
pabrik pengolahan (industri) melalui koperasi.

(7) Petani peserta akan membayar cicilan kredit sesuai jadwal 
melalui koperasi.

(8) Petani  peserta  mengikuti  pola  perawatan usahatani  dan 
tata cara panen sesuai dengan arahan koperasi.

Susunan  organisasi  koperasi  secara  teknis 
menyangkut  dengan  lingkup  kerja  badan  usaha  pengelola, 
antara lain:
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(1) Melaksanakan  koordinasi  dengan 
developer  tentang  pembangunan  usahatani;  perawatan 
usahatani; dan penjualan unit usaha.

(2) Mempersiapkan  dan  melaksanakan 
manajemen usahatani.

(3) Menjadikan dan mendistribusikan sarana 
produksi.

(4) Mengatur  tata  cara  panen,  transportasi 
hasil panen ke pabrik.

(5) Mengatur,  membimbing  dan  membina 
keterampilan teknis perawatan dan panen usahatani.

(6) Menampung,  memproses  dalam  pabrik 
hasil usahatani, dan memasarkan produk akhir.

(7) Memberlakukan  dan  melaksanakan 
prinsip-prinsip manajemen pabrik yang berorientasi  pada 
efisiensi,  efektivitas,  produktifitas,  dan  peningkatan  nilai 
tambah (value added).

(8) Melaksanakan  manajemen  limbah  dan 
lingkungan yang baik.

Menurut  Setiadi  Wijaya  (2002),  koperasi  merupakan 
lembaga bisnis  yang harus  dikelola   sebagaimana layaknya 
lembaga  bisnis.  Koperasi  saat  ini  tidak  mencerminkan 
sebentuk  usaha  modern  yang  dikelola  secara  profesional, 
malah mencerminkan citra lembaga yang hanya cocok untuk 
orang  miskin  yang  tidak  memerlukan  manajemen.  Padahal 
koperasi  merupakan  entitas  bisnis,  manajemen  koperasi 
diperlukan  untuk  menjaga  kelangsungan  hidupnya.  Jika 
koperasi  ingin  maju,  mau  tak  mau  harus  bermitra  usaha 
dengan badan usaha lain yang mempunyai kepentingan saling 
menguntungkan.  Kemitraan  usaha  ini  perlu  dilakukan  untuk 
mendukung upaya membangun koperasi.

3.  Lembaga Pembiayaan
Untuk  pembangunan  agroestat  kelapa  sawit  harus 

ditunjang oleh lembaga perkreditan, yang tugasnya antara lain:
(1) Menyediakan  dana konstruksi  kepada developer  untuk 

pembangunan usahatani dan pabrik kelapa sawit.
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(2) Menyediakan kredit usahatani dan saham pabrik kepada 
petani peserta.

(3) Membuat  dan  melaksanakan  administrasi  individual 
tabungan  petani  peserta,  baik  untuk  cost  of  living, 
tabungan  peremajaan  dan  tabungan  petani  peserta 
lainnya.

(4) Melakukan pengawasan pengembalian kredit baik kredit 
usahatani maupun pemilikan saham PKS.

4. Petani Peserta
Setelah  pembangunan  kebun  dan  pabrik  oleh  pihak 

developer, petani berhak memiliki paket agribisnis kelapa sawit 
(kebun  dan  saham  pabrik)  melalui  badan  usaha  pengelola 
(koperasi), dengan ketentuan sebagai berikut:  
(1) Membeli  paket  yang  terdiri  dari  unit  usahatani  dan 

saham PKS.
(2) Memanfaatkan  dan  mengembalikan  kredit  usahatani, 

saham PKS yang disediakan bank yang telah ditunjuk oleh 
pengembang.

(3) Mengikuti  bimbingan teknis  yang diselenggarakan oleh 
koperasi  dan oleh instansi pemerintah terkait.

(4) Mengikat  kontrak  manajemen  dengan  koperasi  dan 
mentaati peraturan dan persyaratan yang telah disepakati 
bersama.

(5) Menjual  hasil  usahatani  kepada  pabrik  melalui  badan 
usaha  (koperasi)  dengan  harga  yang  telah  ditetapkan 
bersama.

(6) Merawat usahatani dan lingkungan permukiman dengan 
semangat kerja keras dan berdasarkan bimbingan teknis 
dari koperasi.

(7) Menunjuk wakil untuk menjadi komisaris di Badan Usaha 
Pengelola.

Di dalam model pengusahaan agribisnis kelapa sawit 
terdapat  dua  kegiatan  bisnis  utama  yaitu  yang  pertama 
kegiatan bisnis  membangun kebun dan pabrik  industri  yang 
akan  dilakukan  oleh  perusahaan  pengembang  (developer), 
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sedangkan yang  kedua adalah bisnis usahatani kelapa sawit 
dan  pabrik  milik  petani  peserta  serta  memasarkan  hasil 
olahannya  yang  dilakukan  oleh  koperasi,  yaitu  suatu  badan 
usaha  jasa  manajemen  pengelola  (sebagai  operator  atau 
administrator kebun dan pabrik).

Mengingat  banyak  pihak  yang  terlibat  dalam  bisnis 
pengembangan dan pengelolaan usaha kelapa sawit,  antara 
lain:  developer,  badan  usaha  pengelola  (koperasi),  petani 
peserta,  dan  lembaga  pembiayaan.  Untuk  itu  diperlukan 
pengaturan mekanisme kerja yang baku/standar yang menjadi 
pedoman bagi pihak yang berkepentingan dalam bisnis kelapa 
sawit. 
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Gambar 3 Skema Konsepsi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 
Skala Kecil di Pedesaan

Pengusahaan  agribisnis  dengan  komoditas  kelapa 
sawit  adalah  pengusahaan  yang  mengintegrasikan  kegiatan 
usahatani/budidaya,  pengusahaan  pabrik  kelapa  sawit  ke 
dalam  suatu  kepemilikan  yang  menekankan  kepada  azas 
kepemilikan bersama oleh petani baik usahataninya maupun 
pabrik  pengolahannya.  Model  pengusahaan  pabrik  kelapa 
sawit  seyogyanya  memperhatikan  kapasitas  produksi  dari 
masing-masing  kegiatan  usaha,  ketersediaan  lahan  (makin 
lama  makin  terbatas),  ketersediaan  industri  pengolahan 
(terutama kapasitas produksi), dan besarnya biaya investasi.

Mengingat  kebun kelapa sawit  yang diusahakan  oleh 
petani  swadaya  terletak  secara  berpencaran  (tidak  satu 
hamparan seperti petani kebun plasma), maka pembangunan 
PKS harus disesuaikan dengan luas kebun yang mendukung 
di  suatu  wilayah.  Keserasian  antara  luasan  areal  usahatani 
dengan pabrik kelapa sawit disajikan pada Gambar 3.

Penutup
Untuk  mewujudkan  tujuan  pengembangan  ekonomi 

kerakyatan melalui program K2I, terutama di sektor pertanian 
maka  perlu  dipersiapkan  kebijakan  strategis  untuk 
memperbesar  atau  mempercepat  pertumbuhan  sektor 
pertanian,  khususnya  peningkatan  pendapatan  dan 
kesejahteraan masyarakat.  Salah satu cara untuk mencapai 
tujuan  tersebut  adalah  pengembangan  agribisnis  yang 
terencana  dengan  baik  dan  terkait  dengan  pembangunan 
sektor ekonomi lainnya.

Pembangunan industri hilir kelapa sawit harus dirancang 
dalam bentuk agroestat kelapa sawit. Konsep agroestat kelapa 
sawit  merupakan  bentuk  kerjasama  antara  perusahaan  inti 
dengan petani peserta dalam bentuk kepemilikan kebun dan 
saham  pabrik  kelapa  sawit  (PKS).  Petani  membeli  paket 
melalui  koperasi  yang  terdiri  dari  kebun  kelapa  sawit  dan 
saham PKS. 
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Pembangunan  agroestat  yang  dirancang  harus 
mengutamakan  prinsip  saling  menguntungkan  dan  dapat 
meningkatkan  pendapatan  serta  kesejahteraan  masyarakat 
pedesaan.  Kelembagaannya  dirancang  dalam  jaringan  kerja 
berdasarkan  kemampuan  dan  profesionalisme  yang  dimiliki 
dari  berbagai  pelaku  (aktor),  yaitu  pengusaha  pengembang 
(developer  usahatani),  pabrik  industri,   permukiman  petani 
peserta,  petani  peserta  aktif,  badan usaha  pengelola  (BUP) 
atau koperasi,  atau manajemen pengelola (usahatani,  pabrik 
industri), dan lembaga pembiayaan.

Untuk  merangsang  investor  melakukan  investasi  yang 
berbasis  pedesaan,  maka  harus  ada  kebijakan  pemerintah 
daerah  terhadap  kegiatan  investasi  tersebut.  Kebijakan  itu 
antara  lain;  memperpendek  rantai  birokrasi  perizinan; 
membebaskan  PPN  dalam  jangka  waktu  tertentu;  atau 
pengurangan pemotongan pajak penghasilan. Sehingga biaya 
produksi  dapat  ditekan.  Dari  satu  sisi  pendpatan  daerah 
berkurang, namun dari sisi lain pendapatan dan pertumbuhan 
ekonomi  pedesaan  meningkat,  akibat  dari  proses  multiplier  
effec kegiatan agroestat kelapa sawit.
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